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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Program Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat 
disimpulkan bahwa Dinas PPO belum bisa menetapkan indikator 
kinerja yang memadai pada setiap program/kegiatan yang telah 
direncanakan dan dilaksanakan sehingga program/kegiatan di Dinas 
PPO belum bisa terukur dengan jelas. Dinas PPO hanya 
mencantumkan indikator kinerja sebatas  nilai efisiensi yaitu melihat 
serapannya saja tetapi tidak bisa melihat strategis dan dampak dari 
program yang telah dibuat, dilihat dari capaian atau realisasi 
dariindikator keluaran (output) yang dihasilkan dalam merealisasikan 
kegiatan dalam setiap program terhadap indikator masukan (input) 
yang digunakan dan belum ke outcome. Dinas PPO kurang 
memahami dan menguasai penyajian indikator kinerja, terlihat dari 
Indikator Kinerja dalam LAKIP dinas PPO yang tidak dapat terukur 
dengan jelas dan dimana tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang 
berupa visi dan misi Dinas PPO Kabupaten TTU lebih menekankan 




 5.2. Keterbatasan 
1. Berdasarkan studi dokumentasi Data LAKIP Dinas PPO tidak 
lengkapkarena dalam LAKIP dinas PPO hanya mencantumkan 
indikator kinerja sebatas nilai efisiensi yaitu melihat serapannya 
saja tetapi tidak bisa melihat strategis dan dampak dari program 
yang telah dibuat 
2. Penelitian lebih berfokus pada analisis LAKIP berdasarkan IKU.  
Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengukuran kinerja bisa 
menggunakan Skala pengukuran kinerja juga dan menggunakan 
nilai efisiensi, efektifitas dan ekonomi. 
 
5.3. Saran 
1. Untuk Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan di Dinas yang 
Data LAKIP lebih lengkap sehingga Evaluasi Indikator kinerja 
bisa terukur dengan jelas. 
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas 
pengukuran kinerja yaitu tidak memengevaluasi kinerja 
berdasarkan IKU saja tetapi bisa menggunakan skala 
pengukuran kienrja, nilai efisiensi, efektifitas dan ekonomi. 
3. Untuk Dinas PPO Kabupaten TTU diharapkan agar penetapan 
indikator kinerja pada setiap program/kegiatan perlu 
diperhatikan sehingga indikator kinerja dapat terukur dengan 
jelas dan perbaikan dalam bentuk penyajian laporan. 
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